
Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku
etika,  yakni  manusia.  Oleh  karena  itu  etika  politik  berkaitan  erat  dengan  bidang
pembahasan  moral.  Hal  ini  berdasarkan  kenyataan  bahwa  pengertian  "moral"
senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa
dalam  hubungannya  dengan  masyarakat,  bangsa,  maupun  negara.  Dasar  ini  lebih
menguatkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat
manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.
Etika   politik   merupakan   sebuah   cabang   dan   ilmu   etika   yang   membahas
hakikat manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai
dalam kegiatan politik. Etika politik sangat penting karena mempertanyakan hakikat
manusia  sebagai makhluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa sebuah norma
digunakan  untuk  mengontrol  perilaku  politik.   Etika   politik   menelusuri  batas-batas
ilmu   politik,  kajian   ideologi,   asas-asas   dalam   ilmu   hukum,   peraturan-peraturan
ketatanegaraan dan kondisi psikologis manusia sampai ke titik terdalam dari manusia
melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap, keputusan, aksi, dan kebijakan politik
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PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

	Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika,  yakni manusia.  Oleh karena  itu  etika  politik  berkaitan  erat  dengan  bidang pembahasan moral.  Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian "Moral" senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa, maupun negara. Dasar ini lebih menguatkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Etika politik merupakan sebuah  cabang  dan  ilmu  etika yang  membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai dalam kegiatan politik. Etika politik sangat penting karena mempertanyakan hakikat manusia  sebagai makhluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa sebuah norma digunakan untuk mengontrol perilaku politik. Etika politik   menelusuri  batas-batas ilmu politik, kajian ideologi, asas-asas dalam ilmu hukum, peraturan-peraturan ketatanegaraan dan kondisi psikologis manusia sampai ke titik terdalam dari manusia melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap, keputusan, aksi, dan kebijakan politik.
Fungsi  etika  politik  dalam  masyarakat  terbatas  pada  penyediaan  alat-alat
teoritis  untuk  mempertanyakan  serta  menjelaskan  legitimasi  politik  secara
bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan
secara rasional objektif  dan argumentative. Etika politik  tidak langsung  mencampuri
politik  praktis.  Tugas  etika  politik  membantu  agar  pembahasan  masalah-masalah
ideologis dapat dijalankan secara objektif.
	Fungsi etika politik dalam  masyarakat  terbatas  pada  penyediaan  alat-alat teoritis  untuk  mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif  dan argumentative. Etika politik  tidak langsung  mencampuri politik  praktis.  Tugas  etika  politik  membantu  agar  pembahasan  masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Hukum dan  kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama  etika  politik.
Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai
lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan
manusia  (makhluk  individu  dan  sosial).  Pokok  permasalahan  etika  politik  adalah
legitimasi etis   kekuasaan. Sehingga  penguasa  memiliki kekuasaan  dan masyarakat
berhak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban.  Legitimasi  etis  mempersoalkan
keabsahan  kekuasaan  politik  dari  segi  norma-norma  moral.  Legitimasi  in  muncul
dalam konteks bahwa setiap  tindakan Negara  baik legislatif  maupun eksekutif dapat
dipertanyakan  dari  segi  norma-norma  moral.  Moralitas  kekuasaan  lebih  banyak
ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat
	Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Sehingga penguasa memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban.  Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan  kekuasaan  politik  dari  segi  norma-norma  moral.  Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Moralitas  kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat


Pancasila Sebagai Etika Politik

	Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanism, karenanya  Pancasila  dapat  dengan  mudah  diterima  oleh  siapa  saja.  Sekalipun Pancasila  memiliki   sifat   universal,   tetapi   tidak   begitu   saja   dapat   dengan   mudah diterima oleh  semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai   secara   sadar  dirangkai   dan   disahkan   menjadi   satu   kesatuan   yang   berfungsi sebagai basis perilaku  politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa  Indonesia dan  sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi   moral   dan   budaya  bangsa  Indonesia  sendiri.  Nilai-nilai  khusus  yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
	Sila pertama merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan  kenegaraan.  Berdasarkan  sila  pertama  Negara  Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius  melainkan  berdasarkan  legitimasi  hukum  dan  demokrasi.  Walaupun Negara  Indonesia   tidak  mendasarkan  pada  legitimasi   religius,   namun  secara moralitas kehidupan  negara  harus sesuai dengan  nilai-nilai yang berasal  dari Tuhan  terutama  hukum  serta  moral  dalam  kehidupan  negara.  Oleh  karena  itu asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitimasi moral.
2. Kemanusinan yang Adil dan Beradab
	Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  dari  umat  manusia  di  dunia  hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.  Manusia  merupakan  dasar  kehidupan  dan penyelenggaran negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak  dalam  kehidupan  negara  dan  hukum.  Dalam  kehidupan  negara kemanusiaan  harus  mendapatkan  jaminan  hukum,  maka  hal  inilah  yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan  juga  harus  merupakan  prinsip  dasar  moralitas  dalam penyelenggaraan negara.



3. Persatuan Indonesia
	Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik,ekonomi,  sosial  budaya,  dan  hankam.  Indonesia  sebagai  negara  plural  yang memiliki beraneka ragam corak tidak terbantahkan lagi merupakan negara yang rawan konflik. Oleh karenanya diperlukan semangat persatuan sehingga tidak muncul  jurang  pemisah  antara  satu  golongan dengan golongan yang lain. Dibutuhkan sikap saling menghargai dan  menjunjung  semangat  persatuan  dan keutuhan  negara  dan  kebaikan  bersama.  Oleh  karena  itu,  sila  ketiga  ini  juga berkaitan dengan legitimasi moral.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
	Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal-muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat  sebagai  pendukung  pokok  negara.  Maka  dalam  pelaksanaan  politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif serta, yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi  dari  rakyat,  atau  dengan  kata  lain  har  memiliki  "legitimasi demokratis"
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
	Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip  “legalitas”.  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  oleh  karena  keadilan  dalam  hidup  bersama  (keadilan  sosial)  merupakan  tujuan  dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus   berdasarkan   hukum   yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan  menimbulkan  ketidakseimbangan  dalam  kehidupan  negara.  Pola  pikir untuk  membangun  kehidupan  berpolitik  yang  murni  dan  jernih  mutlak dilakukan  sesuai  dengan kelima sila yang telah dijabarkan diatas. Yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin olehHikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan dengan penuh Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tanpa pandang bulu Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk meneliti perilaku politik Negara,terutama sebagai metode   kritis  untuk memutuskan benar atau salah sebuah kebijakan dan  tindakan pemerintah dengan   cara menelaah kesesuaian dan tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila.
Ciri-ciri Sistem Politik Pancasila

Pancasila sebagai sistem politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a) Bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas Ketuhanan YME.
b) Menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.
c) Pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk hasil yang mufakat Bersendi atas hukum.

	Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea terakhir atau keempat telah jelas disebutkan bahwa sistem politik Indonesia berlandaskan pada lima bunyi Pancasila. Oleh karena itu sistem politik Indonesia sering disebut dengan sistem politik Pancasila. Sistem tersebut berdasarkan pada semua peraturan yang ada di dalam Undang Undang Dasar 1945.

	Semua kedudukan, tugas, hubungan antar Institusi didalam suatu Negara secara rinci diatur didalam UUD 1945. Disitu tertera pula tentang segala bentuk kewajiban sekaligus hak negara yang harus dijalankan. UUD 1945 telah mengalami Banyak perubahan atau dikenal dengan amandemen, oleh karena itu sistem politik yang ada di Indonesia pada masa itu juga mengalami perubahan.
Tujuan politik, antara lain :
1. a) Membentuk suatu masyarakat yang baik dan teratur /good society (Aristoteles)
2. b) Mengembangkan kehidupan orang lain (Paul Wellstone)
















Prinsip Sistem Politik Pancasila

Sebagai etika politik, Pancasila mempunyai prinsip :
1. Pluralisme
	Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme  mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang.
2. Hak Asasi Manusia
	Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena pemberian Sang Pencipta . Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara modern.
3. Solidaritas Bangsa
	Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia.  Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.
4. Partisipasi demokratis masyarakat
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar yaitu : Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur harkiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).
5. Keadilan social
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.
Untuk itu tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah: Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.

Etika Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

	Pembangunan etika politik sangatlah urgent, perlu adanya pemikiran dalam rangka menata kembali kultur politik bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita telah memiliki hak-hak politik dan hak-hak politik tersebut bersosialisasi dan berkomunikasi dengan sesama warga negara dalam wadah infra struktur dan supra struktur. Wadah infra struktur meliputi mimbar bebas, unjuk rasa,bicara lisan dan tulisan, aktivitas organisasi politik, kampanye pemilihan umum, penghitungan suaradalam memilih anggota legislatif dan eksekutif. Wadah supra struktur mencakup semua lembaga legislatif di semua tingkat, eksekutif dari presiden sampai RT/RW, dan jajaran kekuasaan kehakiman (pusat sampai daerah).
	Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap akan tetapi melalui moralitas yang bersumber pada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat dan rasa takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan politik bangsa Indonesia banyak suara masyarakat yang menuntut dibentuknya dewan kehormatan pada institusi kenegaraan dan kemasyarakatan dengan harapan etika politik dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan berpolitik dalam negara.

Filsafat Politik Pancasila dan Etika Politik Pancasila

	Filsafat politik pancasila ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang menyelenggarakan dan memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia, filsafat politiknya adalah Filsafat Politik Pancasila. Pancasila adalah filsafat politik masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
Perbandingan antara filsafat politik Komunisme, Demokrasi, dan Fascisme, sebagai berikut :
· Filsafat politik komunisme : Memandang individu manusia hanya sekedar nomor dalam keseluruhan hidup bersama sebagai masyarakat yang menegara, kedudukan individu tidaklah penting dan yang penting adlaah kehidupan bersama yang menegara.
· Filsafat politik demokrasi : Memandang individu manusia teramat penting, sedangkan kehidupan bersama yang merupakan masyarakat yang menegara adanya sebagai akibat dari perjanjian kemasyarakatan bersama untuk hidup menegara demi kepentingan individu-individu yang menjadi warganya, sehingga individu adalah nomor satu pentingnya sedangkan masyarakat yang menegara adalah penting yang nomor dua.
· Filsafat politik fascisme : Memandang manusia hanya sebagai unsur dari kebersamaan masyarakat manusia yang berwujud negara, sedangkan negara yang mengatur dan menentukan segalanya (sebagai subjek) dan induvidu bukanlah subjek melainkan hanya objek, maka filsafat politik pancasila berkeyakinan bahwa manusia adalah subjek dan objek sekaligus.
Negara kita adalah negara demokrasi Pancasila. Suatu negara demokrasi dimana manusia sebagai individu dan manusia sebagai mahluk sosial sama pentingnya. Warga negara adalah mahluk sosial sekaligus.





Nilai-nilai Etika dalam Pancasila

	Etika membantu manusia menunjukkan nilai-nilai untuk membulatkan hati dalam mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan mengapa perlu dilakukan. Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini:
1. Tatanan bermasyarakat, nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesame manusia, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosisal.
2. Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat,bersatu, adil dan makmur.
3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri, dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Tatanan pemerintah daerah, dengan nilai permusyawaratan mengakui asal usul keistimewaan daerah.
5. Tatana hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing
6. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara
7. Tatanan pendidikan,mencerdaskan kehidupan bangsa
8. Tatanan berserikat,berkumpul dan menyatakan pendapat
9. Tatanan hokum dan keikutsertaan dalam pemerintahan
10. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat











Pelanggaran- pelanggaran Etika Politik

Berikut akan dipaparkan suatu gambaran atau contoh pelanggaran- pelanggaran etika politik yang mungkin terjadi:
1. Pelanggaran etika politik yang paling besar adalah perbuatan yang bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila dengan ideologi negara yang lain. Ini berarti pembubaran negara Pancasila yang setiap 1 Oktober selalu kita peringati mulai berdirinya.
2. Menghilangkan cita- cita hukum (Rechsidee),yang menguasai dasar hukum negara kita, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
3. Secara sengaja menafsirkan secara keliru pasal- pasal aturan perundangan sehingga bertentangan dengan Pancasila, dan melaksanakannya sejalan dengan kekeliruannya yang disengaja tersebut sehingga bertentangan dengan maksud dan jiwa Pancasila.
4. Pelanggaran dalam tata pergaulan dalam rangka aktifitas politik di dalam Negara Pancasila.
5. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan social. Budaya politik yang cendrung antagonis, pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima digjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalamsikap korupsi sehingga terjadi pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, dan feodalisme kekuasaan yang mengangkangi hukum, dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial.
6. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
7. Korupsi
Hal ini telah menjadi permasalahan yang pelik di Indonesia. Bahkan sejak masa Orde Lama pun, korupsi telah mewarnai dunia politik di negara kita. Apalagi sekarang, korupsi semakin tumbuh subur saja.


Kesimpulan

	Etika  politik  termasuk  lingkup  etika  sosial  yang  berkaitan  dengan  bidang kehidupan  politik, politik juga memiliki makna  dan bermacam-macam  kegiatan, dalam sistem politik negara dan politik lainnya harus berpedoman dan mengacu pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, dengan tujuan demi kepentingan Negara dan kepentingan   masyarakat (publik)   dan   bukan   semata-mata   untuk  kepentingan pribadi atau individu. Dalam hubungan dengan etika politik bahwa pengertian politik harus  dipahami  secara   lebih   luas   yaitu  yang menyangkut   seluruh   unsur  yang membentuk  suatu  persekutuan  hidup yang disebut Negara dan  Masyarakat.
	Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan, sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan  dengan  keadaan  masyarakat  sekelilingnya.  Sifat  serta  ciri  khas kebangsaan  dan  kenegaraan   Indonesia   bukanlah   totalitas   individualitas   ataupun sosialistis melainkan  segala keputusan kegiatan dan kebijakan serta arah dari tujuanpolitik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
